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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG

PENSERTIPIKATAN TANAH, PENANGANAN PERMASALAHAN ASET TANAH DAN
PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN PERPAJAKAN DAERAH

130.7/4/Pem/IV/2019

NOMOR . .
23/SKB-32.HP.01.04/1V/2019

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan
Belas (29-04-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan dibawah ini:

[. ADE SUGIANTO © Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna,
Komplek Perkantoran Sukapura JI. Raya Sukapura
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

I[I. YUSUF PURNAMA . Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung,
Jalan Soekarno Hatta Nomor 568, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PTHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini
selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAX.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah mengamanatkan setiap barang milik Daerah untuk
disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

2. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Komisi Pencegahan Korupsi
Republik Indonesia (KPK-RI) legalisasi kepemilikan Barang Milik Daerah dan
sinergitas seluruh stakeholder terkait di Bidang Pertanahan diperlukan pelibatan
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Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikkmalaya dalam pelaksanaan

pensertipikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian
data pertanahan dengan perpajakan.

3. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagal
berikut:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
KaObupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah
beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Nenara Republik Indonesia Nomor 5049);

e. Undang-Undang Nomc: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

f. Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Rc;.blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Repub. '« Indonesia Nomor 5601);

q. Peraturan Pemerintah “Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara R¢ blik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Repu! ' Indonesia Nomor 3696);

h  Peraturan Pemerintah = nor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lemb- 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92
Tambahan Lembaran N¢* 2ia Republik Indonesia Nomor 5533);

. Peraturan Pemerintah ** or 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajc  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, 1< han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950),
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j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

k. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

0. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pendataan, Perencanaan dan Pengelolaan Tanah di Kabupaten Tasikmalaya;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

r. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan

kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman
tentang Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan

Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah (selanjutnya disebut Nota
Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasall
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan Pensertipikatan Tanah,
Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan
dengan Perpajakan Daerah.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta
kewenangan PARA PIHAK dalam Pensertipikatan tanah, penanganan permasalahan
aset tanah dan percepatan pelayanan serta pemutakhiran data.
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Pasal 2
OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan
Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. percepatan pelaksanaan Sertifikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah
milik/dikuasai PIHAK KESATU;

b. perubahan nama pada sertipikat tanah untuk atas nama PIHAK KESATU;

c. dukungan informasi dan dokumen dalam penanganan perkara, sengketa dan konflik
tanah yang sudah bersertipikat milik/dikuasai PIHAK KESATU;

d. pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah (BPHTB),
e. pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT);

f. dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan program
Strategis Nasional;

g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
h. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam melaksanakan Pensertipikatan Tanah,
Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan
dengan Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK mempersiapkan dan menyediakan web service berbasis
representational state transfer javascript object notation (REST JSON).

(3) PARA PIHAK memelihara perangkat dan aplikasi yang mendukung kerja sama ini.

(4) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja yang menjadi
pedoman dalam Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan
Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.

(5) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang
lebih teknis dan operasional.
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Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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